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Indikator Kinerja : 

Nilai PNBP Satker BDA Sukamandi 

(Rupiah Miliar) 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan 

1 Nama Indikator : Nilai PNBP Satker BDA Sukamandi (Rupiah Miliar) 

2 Definisi : • Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau 

badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang 

diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan 

perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. 

• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), 

pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. 

• Dasar hukum : 

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP 

b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP 

c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 

d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

3 Formula Perhitungan :  

4 Satuan : Rupiah Miliar 

5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, BPPA Sukamandi 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( X ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan 

11 Bukti Dukung : Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat penyampaian realisasi PNBP 

 



Nilai PNBP Satker BDA Sukamandi (Rupiah Milyar) 
 

 
 
 

  INPUT    PROSES   OUTPUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 4 
Koreksi 

 

Data Input penerimaan dari 
operasional BDA 
 
• 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝑵𝑩𝑷 𝑺𝑫A 
• 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝑵𝑩𝑷 𝑳𝒂𝒊𝒏𝒏𝒚𝒂 

Aplikasi Om-SPAN 
Kemenkeu 

Sekretariat 

Capaian Kinerja IKU 

 
Nilai PNBP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja : 

Aparatur KP yang dilatih Blended 

(Orang) 2 



KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih 

1 Nama Indikator : Aparatur KP yang dilatih Blended (Orang) 

2 Definisi : Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan 
Jalur lain dari pengembangan kompetensi adalah melalui pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan 
menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk 
pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan 
pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan 
nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-
learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. 
Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah 
Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut : 
1) Menggunakan dana APBN, 
2) Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training, 
3) Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga / Otoritas yang 
kompeten 

3 Formula Perhitungan : Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training dan dinyatakan 
lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat. 

4 Satuan : Orang 

5 Tingkat Validitas IK : ( X ) Output kendali tinggi ( ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( X ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( X ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan 
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KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih 

11 Bukti Dukung : 1. Data Aparatur yang dilatih bu name by address 
2. Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP 
3. Data yang disajikan (dokumen/matriks) ditandatangani oleh Pimpinan Satker 

 
 

 

No. 

 
Nama Lulusan 

Pelatihan 

 

NIK 

 
Tempat 

Lahir 

 
Tanggal 

Lahir 

Jenis Kelamin  

NIP 

 

Jabatan 

 
Pangkat/Gol. 

Ruang 

 
Pendidikan 

Terakhir 

 
Nomor 

Tlp. 

 
Unit Kerja 

Eselon I 

 
Unit 

Kerja 

 
Alamat 

Kantor 

 
Nama 

Pelatihan 

 
Jenis Diklat 

(Reguler, Fullonline, Blended) 

 
Tanggal 

Pelatihan 

 
Nomor 

Sertifikat 

 
LINK 

Sertifikat 
 

L 
 

P 

(1). (2). (3). (4). (5).  (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). 

1.                    

2.                    

3.                    

Dst.                    
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Aparatur KP yang dilatih Blended (Orang) 
 

 
 

 

  INPUT   PROSES   OUTPUT  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 8 
Koreksi 

 
 
 

 
Data 

pelatihan 

aparatur 

BPPA Sukamandi 

Hasil 

Data monitoring 

dan evaluasi 

berjangka 

Verifikasi 

Evaluasi 

 

 
pelatihan aparatur 

 
 
 

 
Capaian 

Kinerja IKU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indikator Kinerja : 

Aparatur KP yang dilatih Full Online 

(Orang) 3 



KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih 

1 Nama Indikator : Aparatur KP yang dilatih Full Online (Orang) 

2 Definisi : Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan 
Jalur lain dari pengembangan kompetensi adalah melalui pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan 
menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk 
pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan 
pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan 
nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-
learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. 
Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah 
Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut : 
1) Menggunakan dana APBN, 
2) Diselenggarakan secara daring (non klasikal), 
3) Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga / Otoritas yang 
kompeten 

3 Formula Perhitungan : Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode Full Online dan dinyatakan lulus 
Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat. 

4 Satuan : Orang 

5 Tingkat Validitas IK : ( X ) Output kendali tinggi ( ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( X ) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( X ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan 
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KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih 

11 Bukti Dukung : 1. Data Aparatur yang dilatih bu name by address 
2. Dokumen penyampauan data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP 
3. Data yang disajikan (dokumen/matriks) ditandatangani oleh Pimpinan Satker 

 
 

 

No. 

 
Nama Lulusan 

Pelatihan 

 

NIK 

 
Tempat 

Lahir 

 
Tanggal 

Lahir 

Jenis Kelamin  

NIP 

 

Jabatan 

 
Pangkat/Gol. 

Ruang 

 
Pendidikan 

Terakhir 

 
Nomor 

Tlp. 

 
Unit Kerja 

Eselon I 

 
Unit 

Kerja 

 
Alamat 

Kantor 

 
Nama 

Pelatihan 

 
Jenis Diklat 

(Reguler, Fullonline, Blended) 

 
Tanggal 

Pelatihan 

 
Nomor 

Sertifikat 

 
LINK 

Sertifikat 
 

L 
 

P 

(1). (2). (3). (4). (5).  (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). 

1.                    

2.                    

3.                    

Dst.                    
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Aparatur KP yang dilatih Full Online (Orang) 
 

 
 

 

  INPUT   PROSES   OUTPUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 12 
Koreksi 

 
 
 

 
Data 

pelatihan 

aparatur 

BPPA Sukamandi 

Hasil 

Data monitoring 

dan evaluasi 

berjangka 

Verifikasi 

Evaluasi 

 

 
pelatihan aparatur 

 
 
 

 
Capaian 

Kinerja IKU 



 
 

Indikator Kinerja : 

Tenaga Pelatihan Yang Kompeten 
(Orang) 4 



KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih 

1 Nama Indikator : Tenaga Pelatihan yang kompeten (Orang) 

2 Definisi : • Aparatur yang meningkat kompetensi dan kapasitasnya adalah pegawai atau pejabat 
pemerintah yang menjalani proses pengembangan diri melalui pendidikan, pelatihan, 
dan pengalaman kerja agar dapat menjalankan tugas dan fungsi secara lebih efektif, 
efisien, serta profesional. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan 
tugas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah secara optimal 

• Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur yang dimaksud adalah 
sertifikasi professional yang merupakan sertifikasi di bidang KP untuk memastikan 
standar kompetensinya 

• Peksanaan sertifikasi bagi widyaiswara sesuai dengan Perka LAN Nomor 
375/K.1/PDP.07/2022, semetarra untuk pelaksanaan sertfikasi bagi Instruktur sesuai 
dengan PermenKP Nomor 23 Tahun 2024. 

3 Formula Perhitungan : Jumlah instruktur dan widyaiswara yang tersertifikasi 

4 Satuan : Sertifikat 

5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Balai Diklat Aparatur 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

9 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan (X ) Semesteran () Tahunan 

10 Bukti Dukung : 1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemendikti dan Kemendikdasmen dan atau BNSP/Surat 
Keterangan dari Lembaga penyelenggara (Untuk Dosen, guru, penyuluh, instruktur, 
widyaiswara 
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ALUR PROSES 
 Tenaga Pelatihan yang kompeten (Orang) 

 

 
 
 

  INPUT    PROSES    OUTPUT  

 
 

 
 

 
Balai Diklat 

Aparatur 

 Lembaga 

Penyelenggara 

 
 

 
Jenis Sertfikasi 

 
Hasil 

 
 
 
 

Verifikasi 

 
 

Sertifikasi 

Lembaga/Program 

Diklat ASN 

 

 

 
 
 

 
Keterangan : 

Proses 
Validasi & Koreksi 

 

Dosen, guru,      
penyuluh, 
instruktur, 

widyaiswara 

Capaian Kinerja  

IKU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja : 

Lembaga/ Instansi yang memanfaat 
fungsi pelayanan Peningkatan 
Kompetensi ASN Kelautan dan 
Perikanan (Lembaga) 
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KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 
Aparatur Yang Dididik dan Dilatih 

1 Nama Indikator : Lembaga/ Instansi yang memanfaat fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga) 

2 Definisi : • Merupakan indikator untuk menunjukkan terkait Lembaga/ Instansi yang memanfaat fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN 

Kelautan dan Perikanan (Lembaga) 

• Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah/swasta diluar unit Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 

3 Formula Perhitungan : Hitung jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaat fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga) 

4 Satuan : Lembaga 

5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Balai Diklat Aparatur 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

9 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X ) Tahunan 

10 Bukti Dukung : 1. Rekapitulasi Data Lembaga/ Instansi yang memanfaat fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga); 
2. Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan 

 
 

No Nama Instansi Balai Diklat Penyelenggara Diklat yang diikuti Jumlah Peserta Link Data Dukung 

      

      

      

 

55 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indikator Kinerja : 

Persentase layanan dukungan 

manajemen internal BDA Sukamandi 

(%) 
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KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama Indikator : Persentase layanan dukungan manajemen internal BDA Sukamandi (%) 

2 Definisi : Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, 
layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk 
pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran 

3 Formula Perhitungan :  A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan 
berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

 B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun 
dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. 

 Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. 
 

 

4 Satuan : Dokumen 

5 Tingkat Validitas IK : ( X ) Output kendali tinggi ( ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Puslatluh KP 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( X ) Buat Baru ( ) Tidak diturunkan 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( X ) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan 

11 Bukti Dukung : 1. Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani 
pimpinan satker 

2. Dokumen Layanan Manajemen di BDA Sukamandi. 
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Persentase layanan dukungan manajemen internal BDA Sukamandi 

(%) 
 
 
 

  INPUT    PROSES    OUTPUT  

 
 
 

 

 
Dokumen Dukungan 
Manajemen Internal 

Penyusunan Dokumen 
Dukungan Manajemen 

Pengesahan 
Pimpinan 

 

 
Dokumen Dukungan 
Manajemen Internal 

 

 

 
 
 
 
 

Keterangan : 
Proses 
Validasi & Koreksi 

Pembahasan internal 
tim Pokja 

 
 
 
 

Pembahasan Finalisasi 

 

 
Verifikasi 

 
an 

Kinerja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja : 

Indeks Profesionalitas ASN BDA 

Sukamandi (indeks)Indeks  
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KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama 
Indikator 

: Indeks Profesionalitas ASN BDA Sukamandi (indeks) 

2 Definisi :  Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk 
melakukan tugas-tugasnya. 

 Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, 
dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). 

 Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat 
Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. 

3 Formula 
Perhitungan 

: • Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, 
meliputi  (a)Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. 

• Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang 
telah dicapai, meliputi (a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), (b) Pendidikan S-2 
(Strata-Dua), (c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat), (d) 
Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), (e) Pendidikan D-1 
(Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan (f) Pendidikan 
di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut: 

 

• Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang 
telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat 
Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir 
dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, 
dengan formula sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang 

meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, 
dengan formula sebagai berikut: 

25 

No Keterangan Nilai SKP Nilai SKP Nilai 
Kinerja 

1 Sangat Baik 91 – ke atas 30 

2 Baik 76 s.d 90 25 

3 Cukup 61 s.d 75 15 

4 Kurang 51 s.d 60 5 

5 Buruk 50 s.d Kebawah 1 

 



KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

 

3 Formula 
Perhitungan 

: • Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin 
yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak 
pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman 
disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

• Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh 
dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi: 

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari 
pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK 
Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG 
Online KKP. 

b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan 
ketentuan (1) Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat 
Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai 
tingkat jabatannya; (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan 
Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun 
terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 
40; (3) Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat 
Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar 
dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; (4) 
Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP 
sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir 
dengan total bobot yaitu 40; 

c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online 
KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada 
aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori; 

d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan 
ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman 
disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG 

• Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) 
Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) 
Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja 
memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki 
bobot 5 % (lima persen). 

• Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesonalitas ASN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan 
rumus matematis sebagai berikut: 

 
 

 
 

 
 

• Kategori Penilaian IP ASN antara lain 
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IPASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin 

IPLev 2=Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2 

IPLev 1=IPASN Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPLev 2 



 

KODE IK 
SASARAN 

IK UTAMA 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

4 Satuan : % 

5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : BIRO SDMAO 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk ( X ) Buat Baru 

9 Polarisasi : (X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( X) Semesteran ( ) Tahunan 

11 Bukti Dukung : Nota Dinas Biro Kepegawaian, Setjen KKP atau Screenshoot Website Biro SDM AO (Nilai IP ASN) 
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Indeks Profesionalitas ASN BDA Sukamandi (indeks)  
 

 
 

  INPUT   PROSES   OUTPUT  
 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 28 
Koreksi 

• 

• Data Tingkat 

Pendidikan 

Data Kompetensi 

Data SKP 

Data Hukuman 

Disiplin 

BDA 

Sukamandi 
Hasil 

• 

• 

• 

• 

Data Indeks 

Profesionalitas 

ASN BDA 

Sukamandi 

Indeks 

Profesionalitas 

ASN BDA 

Sukamandi 

Verifikasi 

Pengelolaan 

data indeks 

Profesionalitas 

ASN 

Capaian 
Kinerja IKU 



 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja : 

Persentase Rekomendasi hasil 

pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja BDA Sukamandi (%) 

8 



KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama Indikator : Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BDA Sukamandi (%) 

2 Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah 
ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP. 

3 Formula Perhitungan :  Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklnjuti  

Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada 𝑺𝒂𝒕𝒌𝒆𝒓 
x 100%

 

4 Satuan : % 

5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Inspektorat Jenderal 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit (X) Komponen Pembentuk ( X ) Buat Baru 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan (X) Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan 

11 Bukti Dukung : Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP : 
Hasil Pengawasan dari Itjen yang sudah di Tindaklanjuti secara tuntas (status tindaklanjut adalah TUNTAS) sebanyak 82 % 
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Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BDA Sukamandi (%) 
 

 
 

  INPUT   PROSES   OUTPUT  
 

 
 

 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 
Koreksi 

Perhitungan dan 
rekapitulasi temuan 
yang telah 
ditindaklanjuti 

Hasil 
pengawasan 

dengan status 
“TUNTAS” 

- Dokumen 
penyelesaian temuan 

 
- -Rekapitulasi hasil 

temuan 

Hasil pemeriksaan 
Sementara 

Verifikasi 

Hasil pemeriksaan 

Persentase rekomendasi 
hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk 
perbaikan kinerja BDA 

Sukamandi 

Capaian 
Kinerja IKU 
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Indikator Kinerja : 

Penilaian Mandiri SAKIP BDA 

Sukamandi (Nilai) 9 



KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama Indikator : Penilaian Mandiri SAKIP BDA Sukamandi (Nilai) 

2 Definisi : Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. 
Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), 
pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP 
di Satker 

3 Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. 

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: 

4 Satuan : Nilai 

5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 

6 Sumber Data : Sekretariat BPPSDM KP 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk (X) Buat Baru 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( X) Tahunan 

11 Bukti Dukung : Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM 
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Penilaian Mandiri SAKIP BDA Sukamandi (Nilai) 
 

 
 

  INPUT  
 

  PROSES   OUTPUT  

 

 
 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 37 
Koreksi 

• 

 
• 

 
• 

• 

 
 
• 

Perencanaan 

kinerja 

Pengukuran 

kinerja 

Pelaporan kinerja 

Evaluasi internal 

dan capaian 

kinerja 

Capaian Kinerja 

Pengumpulan data 

dan dokumen oleh 

Tim Pengelola 

Kinerja 
Hasil Evaluasi 

dan 

Assessment 

oleh Itjen KKP 

Penilaian 

Mandiri oleh 

BPPSDM 

Laporan Hasil Evaluasi 

dan Assessment oleh 

Atas Akuntabilitas 

Kinerja BDA 

Sukamandi 
Verifikasi 

Pelaksanaan 

Evaluasi dan 

Assessmen oleh 

Inspektorat KKP 

Capaian 
Kinerja IKU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDIKATOR KINERJA : 

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BDA 
Sukamandi (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama 
Indikator 

: Nilai IKPA BDA Sukamandi (nilai)  

2 Definisi : 

 

3 Formula 
Perhitungan 

: 
𝒊= 

 

 

    39 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
INDIKATOR KINERJA : 

Persentase rencana Umum Pengadaan 
PBJ yang di umumkan pada SIRUP 
BDA Sukamandi (%) 
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KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama 
Indikator 

: Nilai IKPA BDA Sukamandi (nilai)  

2 Definisi : 

 



3 Formula 
Perhitungan 

:   

    39 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIKATOR KINERJA : 

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran  

BDA Sukamandi (nilai) 
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KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama 
Indikator 

: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BDA Sukamandi (nilai) 

2 Definisi : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga 
atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain 
(a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; (b) Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95; (c ) Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau 
(d) Kurang, apabila nilai IKPA >70 

3 Formula 
Perhitungan 

: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 
• Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L 

memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. 
• Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak 

terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. 
 

Nilai IKPA = 
𝟖 

 (𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 𝒙 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏) ∶ 𝑲𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 

𝒏=𝟏 

 

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10% 
• Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA 

dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam 
satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( 
tidak kumulatif) 

• Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi 
kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan 

• Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator 
revisi DIPA semakin baik 

IKPA Rev = 𝐼𝐾𝑃𝐴 𝑅𝑒𝑣 =
 𝒏 

𝟏 𝑹𝑹𝒆𝒗 𝒏
 

𝒊= 

𝑛 

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10% 

• Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata 

kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana 

(RDP) per jenis belanja setiap bulan 

• Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD 

sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 

batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari 

• Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian 

indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik 

Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg = | 𝑅 𝐵𝑃𝑒𝑔 𝑛 −𝑅𝑃𝐷 𝐵𝑃𝑒𝑔 𝑛 | 𝑥100 
𝑅𝑃𝐷 𝐵 𝑃𝑒𝑔 𝑛 

 

Belanja Barang : DevDIPA Bbar = 
| 𝑅 𝐵𝐵𝑎𝑟 𝑛 −𝑅𝑃𝐷 𝐵𝐵𝑎𝑟 𝑛 | 

𝑥100 
𝑅𝑃𝐷 𝐵 𝐵𝑎𝑟 𝑛 

 
 

Belanja Modal : DevDIPA BMod = | 𝑅 𝐵𝑀𝑜𝑑 𝑛 −𝑅𝑃𝐷 𝐵𝑀𝑜𝑑 𝑛 | 𝑥100 
𝑅𝑃𝐷 𝐵 𝑀𝑜𝑑 𝑛 

 

Seluruh Jenis Belanja : DevDIPA n= 
||𝐷𝑒𝑣 𝐷𝐼𝑃𝐴 𝐵𝑃𝑒𝑔+𝐷𝑒𝑣𝐷𝐼𝑃𝐴 𝐵𝐵𝑎𝑟+𝐷𝑒𝑣 𝐷𝐼𝑃𝐴 𝐵𝑀𝑜𝑑| 

3 

    39 

 

 

 
 

 



 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BDA Sukamandi (nilai) 
 
 

  INPUT  
 

  PROSES   OUTPUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 43 
Koreksi 

Data terkait indicator 

kinerja pelaksanaan 

anggaran : 

Pengumpulan Data 

Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran 
Hasil 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pengelolaan UP 

Data Kontrak 

Kesalahan SPM 

Retur SP2D 

Halaman III DIPA 

Revisi DIPA 

Penyelesaian Tagihan 

Rekon LPJ 

Rencana Kas 

Pengukuran Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

Verifikasi 

Realisasi Anggaran 

Pagu Minus 

Dispensasi SPM 
Evaluasi 

 
 

IKPA BDA 

Sukamandi 

Capaian 
Kinerja IKU 



 

 

INDIKATOR KINERJA : 

Nilai Kinerja Perencanaan 

Anggaran BDA Sukamandi 

(Nilai) 
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KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

1 Nama Indikator : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BDA Sukamandi (Nilai)  

2 Definisi : • Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan 
RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. 

• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenm penggunaan 
anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya 

• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi 
dalam Pemangku Kepen ting an se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga 

• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang 
dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah 

• Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKA > 90; (b) 
Baik, apabila NKA >80 - 90; (c)Cukup, apabila NKA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKA >50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50 

3 Formula 
Perhitungan 

: Formula Aspek Implementasi 

 
𝑵𝑲𝑰 = (P x Wp) + (K x Wk) + (COP x WCOP) atau 

(CRO x WCRO) + (NE x WE) 
Keterangan : 
NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi 

P : penyerapan anggaran 

K : konsistensi penyerapan anggaran 

terhadap perencanaan 

COP : capaian output program 

CRO : capaian ro 

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja 

WP : bobot penyerapan anggaran 

WK : bobot konsistensipenyerapan anggaran 
terhadap perencanaan 

WCOP : bobot capaian Output Program 
WCRO : bobot capaian RO 

Formulasi Aspek Manfaat 
 

𝐂𝐒𝐒 + 𝐫𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐧𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭 𝐮𝐧𝐢𝐭 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐥𝐨𝐧 𝐈 
𝑵𝑲𝑨 𝑲 𝑳 = 

𝟐 
Keterangan : 
NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga 
CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementrian/ 

lembaga atas aspek manfaat 
WE : bobot efisiensi 

Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut : 
WP = 9,7% 

WK = 18,2% 
WCOP = WCRO = 43,5 % 
WE = 28,6% 

4 Satuan : Nilai 45 



5 Tingkat Validitas IK : ( ) Output kendali tinggi ( X ) Output kendali rendah ( ) Outcome 
 

KODE IK 
SASARAN 

IK MANDATORY 

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker 

6 Sumber Data : Biro Keuangan (Aplikaasi SMART DJA KEMENKEU) 

7 Pola Perhitungan : ( ) Akumulasi ( ) Rata-Rata (X) Nilai Posisi Akhir 

8 Metode Cascading : ( ) Adopsi Langsung (X) Lingkup Dipersempit (X) Komponen Pembentuk ( ) Buat Baru 

9 Polarisasi : ( X) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize 

10 Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran (X) Tahunan 

11 Bukti Dukung : • Nota Dinas Biro Keuangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capaian 
Kinerja IKU 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BDA Sukamandi (Nilai)  

 

  INPUT  
 

  PROSES   OUTPUT  

 

 

Keterangan : 

Proses 

Validasi & 47 
Koreksi 

• 

 
• 

 
• 

Pusat Lingkup 

BPPSDM 

Satker/UPT 

lingkup BPPSDM 

Sekretariat 

BPPSDM 

Hasil 

• 

• 

• 

• 

Data SPAN 

Data SAKTI 

Data SPRINT 

Data RKAK/L 

• 

Nilai Kinerja Anggaran 

BDA Sukamandi 

• 

Perencanaan 

kegiatan dan POK 

awal tahun 

Data monitoring 

dan evaluasi 

berjangka 
Verifikasi 

Evaluasi 



 

Tingkat Validitas IK 

 
output dengan tingkat kendali rendah, 

yaitu hasil / keluaran dalam bentuk produk atau 

layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara 

dominan oleh selain pemilik rencana Kinerja; 

 
 

2 

 
 

Outcome, yaitu hasil/ manfaat/ dampak 
yang diharapkan dalam jangka pendek, 
menengah atau panjang; 

 
 
 

 

3 
output dengan tingkat kendali tinggi, yaitu hasil / 

keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang 

pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh 

pemilik rencana Kinerja. 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 
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